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ABSTRAK

Perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaan hak
mewaris dan wasiat, Pasal 833 (1) KUHPerdata “Ahli waris berhak memperoleh
harta warisan yang ditinggalkan pewaris”, Pasal 171 KHI (c) ahli waris harus
beragama Islam. Objek pewarisan adalah benda tetap menurut Pasal 21 (1) UUPA
menetapkan “HanyaWNI dapat mempunyai hak milik”. Ketentuan hukum yang
berlaku dan praktik masyarakat perkawinan campuran memunculkan persoalan
pelaksanaan hak mewaris dan wasiat, Rumusan masalah penulisan ini yaitu,
mengapa keluarga perkawian campuran mengalami masalah hukum dalam
pelaksanaan hak mewaris dan wasiat?, bagaimana akibat hukum perkawinan
campuran terhadap hak mewaris dan wasiat ?.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) sifatnya yuridis empiris. Metode pendekatan yang gunakan adalah
yuridis sosiologis. Selanjutnya teori yang digunakan 1). Efektivitas Hukum
Menurut Soerjono Sogjanto. 2). Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.

Kesimpualan penelitian ini adalah : 1). Factor penyebab permasalahan
perkawinan campuran dalam hak mewaris dan wasiat yaitu : Hukumnya Sendiri,
Penegak Hukum, Masyarakat, Faktor fasilitas penegakan hukum, dan Budaya. 2).
hak mewaris WNA berakibat pada keharusan melepaskan hak milik, apabila
terdapat unsur bedaa agama maka berakibat gugurnya hak mewaris, jika wasiat
diberikan kepada WNA maka akibat hukumnya tidak bisa dilaksanakan. ketentuan
tersebut sesuai Pasal 21 UUPA Jo. 171 (c) KHI. Pasal 21 UUPA didasarkan atas
jiwa Pancasila dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang merupakan politik hukum
larangan kepemilikan hak atas tanah bagi : 1. WNA. 2. WNI kehilangan
kewargenegaraannya 3. Orang berkewarganegaraan ganda. Karena tujuan hukum
penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan dan kepastian
bagi seluruh rakyat Indonesia. sedangkan KHI mendasarkan seutuhnya pada
pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi’i yang melarang waris beda agama.
Tujuan KHI adalah mempositifkan hukum Islam secara terumus dan tersusun
sistimatis dalam kitab hukum sehingga tercipta kepastian hukum bagi pencari
keadilan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Perkawinan Campuran, Hak Mewaris, Wasiat.
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MOTTO

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf,
serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”

(QS. Al-A’raf: 199)
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VIII.

Al ditulis a’antum

e ditulis u’iddat

A58 oY ditulis la’in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (rechtstaats),
menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) sebagai hukum dasar,
Pasal 28B menyatakan “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Keberadaan pasal ini
sebagai jaminan konstitusi bahwa setiap warga negara bebas memilih,
membentuk, dan membina suatu keluarga dengan seseorang Yyang
dikehendakinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun melaui perkawinan
yang sah dan diakui oleh agama dan negara. Perihal kebebasan dalam memilih
pasangan tidak hanya dapat terjadi dengan sesama Warga Negara Indonesia
(WNI) saja, akan tetapi perkawinan dapat juga dilakukan oleh Warga Negara
Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) yang disebut perkawinan
campuran.

Pengaturan tentang perkawinan campuran dapat ditemukan dalam
Pasal 57 UU Perkawinan." “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran
dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarga-
negaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Jangkauan

perumusan Pasal 57 hanya menyentuh perkawinan internasional dalam arti

! Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



perkawinan campuran antara yang warga negara Indonesia dan warga negara
asing, karena menyebutkan adanya perbedaan kewarganegaraan saja.

Namun, pada kenyataannya perkawinan campuran tidak terbatas pada
perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga asing di Indonesia
saja, akan tetapi termaksud pula diantaranya perkawinan campuran antara
agama dan kepercayaan.? Hal ini terjadi karena adanya pluralisme hukum
yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.® Pluralisme hukum dalam
perkawinan campuran dapat disebabkan oleh : (1) perbedaan agama atau (2)
perbedaan kewarganegaraan, dipandang dari segi hukum negara perbedaan
hukum tersebut karena perbedaan kewarganegaraan, sedangkan dipandang

dari hukum agama, karena kedua pengantin tunduk dan memeluk agama yang

2 R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia, (Surabbaya: Airlangga Universitas Press, 2012), him. 92.

® Maksud dari kata pluraslime di sini adalah, adanya beragam peraturan hukum yang
mengatur tentang perkawinan di Indonesia, seperti Pasal 2 dan Pasal 66 UU Perkawinan, pada
Pasal 2 ayat (1) berbunyi *“ Perkawinan adalah sah apa dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu”. Pasal ini meniadakan perkawinan di luar hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu, pada ayat (2) “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Pasal 2 melahirkan pluralisme hukum yang berkaitan dengan
perbedaan agama. Sedangkan pada Pasal 66 UU melahirkan pluralism karena tidak secara tuntas
mengatur materi hukum perkawinan, berbunyi “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, ‘maka dengan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Howelijks, Ordonnantie Christen
Indonesiers S. 1933 No.74 ), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde
Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan
sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Kata-kata “sejauh telah
diatur” jika ditafsirkan secara “a contrario” maka, “ sejauh belum diatur” berlakulah peraturan
perundang-undangan yang sudah ada, sebelum berlakunya UU Perkawinan perkawinan beda
agama termaksud perkawinan beda agama.

UU Perkawinan tidak mencabut seluruh peraturan perkawinan campuran yang berlaku
sebelum diundangkannya UU Perkawinan, akan tetapi UU Perkawinan hanya mencabut pasal-
pasal dalam aturan shelumnya sepanjang materi hukumnya tela diatur dalam UU Perkawinan.
(lihat, R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawianan di
Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), him.1-2.)



berbeda.® Pada perkembangannya saat ini, pasangan perkawinan campuran
yang menikah tidak hanya terdapat unsur perbedaan kewarganegaraan akan
tetapi terdapat pula unsur perbedaan agama.

Berdasarkan realitas sosial di Indonesia, terdapat lebih dari 3 (tiga) juta
WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA, sejak tahun 2008
para pelaku perkawinan campuran telah mendirikan Oraganisasi Perkawinan
Campuran yang disingkat “PerCa Indonesia” yang bertujuan menjadi sarana
pembawa perubahan pada peraturan perundang-undangan dalam kehidupan
keluarga perkawinan campuran di Indonesia, membangun peran penting
keluarga perkawinan campuran bagi masyarakata Indonesia, dan menjadi
wadah yang menaungi kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkawinan
campuran secara terpadu.’ Adanya perkawinan campuran tersebut
menimbulkan beberapa akibat, diantaranya masalah krusial yang menjadi
perhatian para pelaku perkawinan campuran adalah terkait hak mewaris dan
wasiat.

Menurut Pasal 830 KUHPerdata, pewarisan hanya terjadi karena
adanya kematian®, kematian salah satu atau kedua pasangan suami-istri dalam

perkawinan campuran membawa konsekuensi hukum pada warisan. Ahli

* Ichtijanto, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia (Jakarta:
BLADKDA RI, 2003), him. 11.

Shttps://www.kompasiana.com/syf188710/5ef61f85097f364fc528b1d3/advokasi-peran-
organisasi-PerCa-mengatasi-permasalahan-perkawinan-campuran?page=all diakses 5 Nomember
2020.

® Subekti dan Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Jakarta: Balai
pustaka, 2014), him. 221.


https://www.kompasiana.com/syf188710/5ef61f85097f364fc528b1d3/advokasi-peran-organisasi-perca-mengatasi-permasalahan-perkawinan-campuran?page=all
https://www.kompasiana.com/syf188710/5ef61f85097f364fc528b1d3/advokasi-peran-organisasi-perca-mengatasi-permasalahan-perkawinan-campuran?page=all

waris berhak memperoleh harta warisan yang ditinggalkan pewaris,” Pasal 852
ayat (1) juga menyatakan hal yang senada, bahwa setiap ahli waris berhak atas
apa yang telah diwariskan kepadanya.® Terkait ahli waris, yang disebut
sebagai ahli waris ialah orang yang berhak menerima harta warisan yang
ditinggalkan oleh pewaris, baik karena Undang-undang maupun karena
wasiat.’ Apabila ditinjau dari hukum Islam dalam ketentuan Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Pasal 40 huruf ¢ KHI menegaskan “Dilarang
melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan
tertentu (salah satunya) adalah seorang wanita yang tidak bergama Islam”.
Sejalan dengan itu Pasal 171 KHI huruf ¢ mendefinisikan ahli waris
(diantaranya) harus beragama Islam. menurut Islam salah satu penghalang
mewaris adalah perbedaan agama, seorang ahli waris yang menganut agama
berbeda dengan pewarisnya berlaku syarat-syarat tertutupnya hak mewaris.
Masalah pewarisan dan wasiat harta benda dalam perkawinan
campuran masuk dalam wilayah Hukum Perdata Internasional (HPI). HPI
Indonesia. membatasi hak WNA untuk memperoleh hak milik berupa benda

tetap karena berlaku asas Lex rei Sitae yaitu, hukum yang berlaku atas benda

" KUHPerdata, Pasal 833 ayat (1)

8 “Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan
sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka
selanjutnya dari garis lurus ke atas dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan
tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu”.

% Menurut KUHPerdata, ada 2 (dua) cara untuk memperoleh warisan yaitu, pertama
sebagai ahli waris, kedua, karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Wasiat adalah salah
satu bentuk pemberian harta kekayaan yang berlaku setelah kematian pewasiat, ketentuan kepada
siapa wasiat akan diberikan atau berapa jumlahnya merupakan hak perogatif pewasiat, pada
umumnya dalam KUHPerdata seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan
membuat surat wasiat, sisanya menjadi hak ahli waris (lihat R. Subekti, Aneka perjanjian, (Jakarta:
Intermasa, 1992), him. 78.).



tetap adalah hukum dimana benda itu terletak, Pasal 21 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok— Pokok Agraria,
(UUPA) menentukan “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang
ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran
harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang
mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan
kewargenegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewargnegaraan itu, jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka
hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
Ketentuan di atas mengatur hak mewaris harta benda dalam
perkawinan campuran, hak mewaris akan lebih sulit ketika pewaris berstatus
WNI sedangkan ahli waris merupakan WNA, apabila ahli waris tersebut
merupakan WNA, maka wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, ketentuan yang sama berlaku
bagi WNA yang memperoleh hak milik karena percampuran harta (karena
tidak membuat perjanjian perkawinan) dan WNI yang mempunyai hak milik
kemudian kehilangan kewarganegaraannya. Bagi WNI yang tetap
mempertahankan kewarganegaraanya setelah menikah dengan WNA dibatasi
untuk memperoleh hak milik karena sangat tergantung dengan ada tidaknya
perjanjian perkawinan, tanpa mengabaikan Pasal 21 ayat (1) UUPA yang

berbunyi “Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunya hak milik”.



Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang membatasi WNI dalam
perkawinan campuran namun dalam kenyataanya untuk menghindari
kepemilikan WNA karena percampuran harta karena Pasal 35 Ayat 1 UUP,*
maka WNI harus membuat perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa dalam perkawinan
campuran, antara ketentuan hukum mewaris dan wasiat sebagai suatu hak dan
proses pemindahan harta benda dari pewaris ke ahli waris mempunyai aturan
hukumnya masing-masing. Bilamana ahli waris dan pewaris mempunyai
kewarganergaraan berbeda, maka ada pembatasan-pembatasan terkait
kecakapan berhak dalam penguasaan harta waris, namun pembatasan tersebut
tidak menyebabkan gugurnya hak mewaris dan wasiat, akan tetapi apabila
terdapat unsur perbedaan kewarganegaraan sekaligus perbedaan agama
menyebabkan gugurnya hak mewaris.

Menurut wawancara dengan Melva Nababan yang merupakan
perwakilan organisasi perkawinan campuran (PerCa Indoensia), PerCa telah
mengadakan Road Show 10 Kota diantaranya di Lombok, Bali, Malang,
Surabaya, dan Yogyakarta membicarakan permasalahan yang timbul akibat
perkawinan campuran dalam hak mewaris dan wasiat'" antara lain:
kehawatiran mengenai aset yang ditinggalkan jika pasangan meninggal dunia,

siapa yang berhak atas warisan dan hak-hak anak terhadap aset, bagaimana

10« Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

1 Melva Nababan Sullivan (Ketua Dewan Pengawas PerCa), Wawancara Online Via
Zoom, 27 April 2021.



penyelesaian sengketa waris, proses waris bagi keturunan di bawah umur dan
surat wasiat .*2

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh keluarga perkawinan
campuran adalah hak-hak anak terhadap aset yang ditinggalkan pewaris,
Melva Nababan memaparkan,®* dahulu, masyarakat perkawinan campuran
tidak tahu akan aturan hukum yang berlaku atas dirinya seperti keharusan
membuat perjanjian perkawinan, akibat hukum perbedaan kewarganegaraan
atas harta benda, seperti member PerCa yaitu “ibu A”, yang merupakan
seorang WNI yang menikah dengan pria WNA, merasa khawatir bahwa ahli
warisnya tidak bisa memperoleh warisan karena terlahir dari pasangan
perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, menyadari rumitnya
aturan hukum yang berlaku, member PerCa tersebut akhirnya memutuskan
anak-anak yang dilahirkanya berstatus sebagai anak seorang ibu dan membuat
perkawinannya tidak pernah ada, secara otomatis anak-anak ibu A
berkewarganegaraan Indonesia, Kemudian ada juga seorang Suami
berkewarganegaraan Asing yang kehilangan istrinya seorang warga negara
Indonesia akibat kecelakaan, ia harus melalui persidangan di pengadilan
karena sengketa waris dengan saudara dari pasangan WNI-nya, meskipun

pada faktanya harta warisan berasal dari pendapatannya namun adanya

12 https://kumparan.com/kanalbali/perkumpulan-perkawinan-campuran-gelar-seminar di
unduh 28 Maret 2021.

¥ Melva Nababan Sullivan (Ketua Dewan Pengawas PerCa), Wawancara Online Via
Zoom, 27 April 2021.


https://kumparan.com/kanalbali/perkumpulan-perkawinan-campuran-gelar-seminar

perjanjian perkawinan justru membawa akibat hukum terhadap kedudukan
mewarisnya dalam sengketa waris tersebut.

Melihat dari ketentuan hukum yang berlaku dan praktik dalam
masyarakat perkawinan campuran, memunculkan persoalan terkait
pelaksanaan hak mewaris dan wasiat, kondisi demikian akan menimbulkan
masalah dan kesulitan bagi ahli waris karena ada beberapa ketentuan hukum
berbeda yang mengatur pelaksanaan hak mewaris dan wasiat, keberadaan ahli
waris dalam perkawinan campuran harus mendapatkan perhatian dan
perlindungan hukum, segala akibat dari adanya ikatan perkawinan seharusnya
tidak boleh sampai merugikan kedudukan ahli waris. Berdasarkan latar
belakang di atas, penulis tertarik mengambil judul “AKIBAT HUKUM
PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK MEWARIS DAN
WASIAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang

akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut :
1. Mengapa keluarga perkawian campuran mengalami masalah hukum dalam
pelaksaan hak mewaris dan wasiat?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak mewaris dan
wasiat ?
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian



Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis,
maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

a. Menganalisis permasalahan keluarga perkawinan campuran dalam

pelaksanaan hak mewaris dan wasiat.

b. Menganalisis akibat hukum perkawinan campuran terhadap hak

mewaris dan wasiat.
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan
penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sumbangsih
pemikiran di bidang penelitian hukum khususnya hukum
perkawinan.

b. Kegunaan Praktis, hasil penulisan ini diharapkam dapat memberi
kontribusi bagi lembaga pembuat hukum dalam rangka menyusun
kebijakan perkawinan campuran, lembaga pelaksana hukum, dan
masyarakat perkawinan campuran, terutama menjadi acuan bagi
penelitian selanjutnya terkait perkawinan campuran serta bagaimana
akibatnya terhadap hak mewaris dan wasiat.

D. Telaah Pustaka
Sejauh penelusuran penulis, sudah banyak karya tulis ilmiah yang
membahas seputar akibat hukum perkawinan campuran dalam hak mewaris

dan wasiat, karya tulis ilmiah tersebut didominasi dalam bentuk artikel jurnal
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karena keterbatasan akses data penulis selama wabah covid-19. Karya tulis
ilmiah tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok. Pertama, karya yang
membahas konsep perkawinan campuran berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku di Indonensia tanpa membahas tentang hak mewaris dan wasiat di
dalamnya. Kedua, karya yang meneliti tentang beberapa akibat hukum
perkawinan campuran, salah satunya terhadap kewarisan tetapi tidak
termaksud membahas terkait akibat hukum terhadap wasiat. Ketiga, karya
yang membahas akibat hukum perkawinan campuran hanya pada sisi hak
mewaris.

Dari sekian banyaknya karya tulis ilmiah yang terpublikasi, penulis
hanya mengambil beberapa karya yang mendekati kajian penulis kemudian
digambarkan secara ringkas berdasarkan kategori dan urutan tahun publikasi.*
Kelompok karya pertama, membahas konsep perkawinan campuran
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa membahas
tentang hak mewaris dan wasiat di dalamnya, diantaranya adalah karya
Allagan yang berjudul Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau
Berdasarkan Sejarah Hukum Periode 1848-1990, dalam - tulisannya Tiurma
Magihut Pitta Allagan membicarakan sejarah dan perkembangan perkawinan
campuran di Indonesia, menurutnya pada perkembangannya perkawinan

campuran telah mengalami perubahan, perkawinan campuran berdasarkan

1 Telaah pustaka dari karya-karya yang terpublikasi dibuat tipologi atau semacamnya
yang kemudian diringkas dan disusun menurut tahun terbit, Penulis mengikuti model penulisan
telaah pustaka Khoiruddin Nasution. (Lihat Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara:
Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan
Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), him. 13.
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ketentuan GHR lebih luas ruang lingkupnya, mencakup perkawinan campuran
antar-warga negara, antar-regio, antar-tempat, antar-golongan, antar-agama,
dibanding UU No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya mencakup
perkawinan campur antar warga-negara.'

Karya tulis ilmiah lain yang termaksud juga dalam kelompok pertama
adalah M. Nur Kholis Al Amin yang berjudul Perkawinan Campuran dalam
Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan
Beda Kewarganegaraan di Indonesia, M. Nur Kholis Al Amin mengkaji
perkawinan campuran dari dua aspek dengan menggunakan pendekatan
perkembangan hukum, lebih lanjut penulis mengungkapkan dalam
pemahaman fikih klasik term perkawinan campuran akan mengantarkan pada
perkawinan beda agama saja, Ini secara tidak langsung menafikan postulat
hukum dalam melihat persoalan perkawinan campuan. Hasil penulisan ini
menyatakan Perkawinan campuran yang seharusnya dipahami terdiri atas
perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan. Hukum bisa
saling melengkapi- untuk memahami hukum perkawinan campuran sebagai
perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan.®

karya Leonora Bakarbessi = dan Sri Handayani yang berjudul
Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan

Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Tulisan ini termaksud

% Tiurma Magihut Pitta Allagan, “Perkawinan Campiran di Indonesia Ditinjau
Berdasarkan Sejarah Hukum, Periode 1848-1990, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus
Dies Natalis 85, FHUI (2009), him. 197-198.

' M. Nur Kholis Al Amin, “Perkawinan Campuran dalam Perkembangan Hukum: Antara
Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia”, Al-Ahwal, Vol.
9, No. 2, (Desember 2016), him. 219.
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dalam kelompok kedua yang meneliti tentang beberapa akibat hukum
perkawinan campuran, salah satunya terhadap kewarisan tetapi tidak
termaksud membahas terkait akibat hukum terhadap wasiat. Permasalahan
yang dibahas adalah hukum mana yang berlaku atas status personal dan
bagaimana realisasi hak mewaris anak berkewarganegaraan ganda dalam
perkawinan campuran. Para penulis membahas secara singkat mengenai
kewarisan anak dalam perkawinan campuran, dalam karya ini dipaparkan
bahwa anak berkewarganegaran ganda memiliki hak untuk menikah di
Indonesia, maka pernikahan tersebut harus dilaksanakan menurut hukum
perkawinan di Indonesia, selain itu, anak berkewarganegaraan ganda juga
memiliki hak mewaris dari orang tuannya, setelah 18 tahun, jika ia WNI maka
berhak memperoleh harta warisan.*’

Masih termaksud kelompok kedua, karya ilmiah yang hampir sama
dengan Leonora Bakarbessi dan Sri Handayani yaitu karya | Putu Gede Bayu
Sudarmawan dkk, berjudul Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan
Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Fokus penelitian ini yaitu
pada penentuan Kkewarganegaraan anak dan bagaimana perlindungan
hukumnya, para penulis menggunakan tipe penulisan normatif dengan
menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dan

pembahasan penulisan ini adalah anak perkawinan campuran memiliki

" Leonora Bakarbessi dan Sri Handayani, “Kewarganegaraan Ganda Anak dalam
Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional”. Jurnal Perspektif,
Vol. XVII, No. 1 (Januari 2012), him.6-7.
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kewarganegaraan ganda sampai umur 18 tahun, anak berkewarganegaraan
ganda memiliki hak diantarannya hak melangsungkan perkawinan di
Indonesia, hak selanjutnya adalah hak untuk mewaris, karya ini lebih banyak
berbicara tentang cerminan perlindungan hukum bagi anak perkawinan
campuran dapat dilihat dari pemberian kewarganegaraan ganda dalam UU
Kewarganegaraan, tetapi tidak memaparkan lebih mendalam terkait akibat
hukum perkawinan campuran dalam hak mewaris.*®

Selanjutnya pada kelompok karya ilmiah ketiga, yaitu karya yang
membahas akibat hukum perkawinan campuran hanya pada sisi hak mewaris
adalah Darwis L. Rampai “Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga
Negaraan”, dalam tulisan ini disimpulkan, anak yang lahir dari perkawinan
antara WNA dan WNI sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia,
anak tersebut berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun tahun atau
setelah menikah maka ia harus memilih kewarganegaraannya. Jika suaminya
WNI maka, ketentuan material yang berkaitan dengan kekayaan diatur
berdasarkan UU Perkawinan dari negara suami.*

Kemudian karya ilmiah berjudul, “Hak Waris Anak yang Lahir dari
Perkawinan Campuran Terhadap Hak Milik Atas Tanah”. Hasil Penelitian ini

adalah, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur anak

'8 | Putu Gede Bayu Sudarmawan dkk, “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan
Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 1, (2020), him. 90-92.

¥ Darwis L. Rampai, “Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”, Jurnal Morality, STIH
Tambun Bungai Palangka Raya , Vol. 2, No. 2, (Desember 2015), him .14.
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yang lahir dari pasangan perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan
ganda. Setelah mencapai usia 18 tahunatau sudah kawin, anak tersebut harus
memilih kewarganegaraannya. Jika dalam perkawinan campuran pewaris
meninggalkan tanah, maka hak miliknya secara hukum beralih kepada ahli
waris sepanjang memenuhi syarat namun, dalam hal anak berstatus
kewarganegaraan ganda, apabila anak tersebut memilih sebagai WNI maka ia
berhak untuk memiliki hak atas tanah.?

Terakhir, karya dalam kelompok ketiga, karya ilmiah Setiawan
Wicaksono “Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran”. Dalam
tuisannya Setiawan Wicaksono membatasi objek kajian hanya pada
perkawinan campuran beda agama yang dianalisis pada sisi hak mewarisnya,
hasil tulisan ini disimpulkan perkawinan beda agama masih mungkin untuk
dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan larangan
perkawinan beda agama. Berkaca dari putusan Mahkamah Konstitusi No.
68/PUUXI1/2014. Sahnya perkawinan ditentukan oleh agama, buka negara,
akan tetapi negara dalam hal ini memiliki kewenangan yang absolut untuk
menyelenggarakan pencatatan perkawinan, Anak hasil hubungan antara
pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tetap memiliki hak waris

sebagai anak. Maka setiap anak hasil hubungan antara suami istri dan dapat

0 Rahmadika Safira E, “Hak Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran
Terhadap Hak Milik Atas Tanah”, Jurnal Lex Administratum, Universitas Airlangga, Vol. V, No.7,
(September 2017), him. 27.
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dibuktikan adanya hubungan darah tetap memiliki hak waris walaupun
perkawinannya tidak dicatat.”*

Setelah dicermati lebih dalam, belum ada karya tulis ilmiah yang
membahas secara khusus terkait akibat hukum perkawinan campuran dari sisi,
hak mewaris dan wasiat yang meneliti langsung dari praktik perkawinan
campuran dalam Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia.

E. Kerangka Teoretik.

Teori merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis
(yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau
dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) yang berfungsi sebagai
media untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.??

Menurut Soerjono Soejanto teori mempunya beberapa kegunaan sebagai
berikut: %

1. Untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak
diselidiki atau diuji kebenarannya.

2. Untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-
konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.

3. Merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahuiserta diuji

kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

?!Setiawan Wicaksono, “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran”, Yurispruden,
Vol. 2, No. 1, (Januari 2019) him.108-109.

22 . Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),
him, 34-35.

%% Soerjono Soejanto, Pengantar Peneliatian Hukum, Universitas Indonesia, (Jakarta: Ul-
Press, 2008), him, 121.



16

4. Memberikan kemudahan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah
diketahui fakta-fakta mendatang.
Adapun teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan
dalam penelitian ini adala:
1. Teori Tujuan Hukum
Terdapat beragam Istilah “hukum” yang biasa digunakan secara
bahasa, dalam bahasa Inggris disebut “law”, dalam bahasa Perancis
disebut “droit”, dalam bahasa Belanda disebut “recht”, dalam bahasa
Jerman disebut “recht” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “syari’ah”.?*
Perihal definisi hukum, kiranya dapat melihat dari pendapat Plato, hukum
adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang
mengikat masyarakat.”> S.M. Amin, “hukum adalah kumpulan peraturan
yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi”.®
Sebuah negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya
untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan hukum sebagai alat
yang secara universal adalah semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum. S. M Amin: Kumpulan peraturan yang terdiri dari

norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum. Tujuan hukum adalah

mengadakan ketertiban dalam pergaulan. Gustav Radbruch, menuturkan

%4 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung:PT. Citra Aditya Baki, ,
2008), him. 15.

% H. Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him. 3.

% 1hid.,
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bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan

keadilan.?’

a.

Keadilan .

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak
dibicarakan sepanang sejarah perjalanan filsafat hukum. Keadilan
adalah semua hal yang berkenaan dengan perlakuan yang sama sesuai
hak dan kewajibannya.”® Menurut Radbruch bahwa keadilan sudah
cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.?®
Geny sebagaiaman yang dikutip dari L.J. van Apeldoorn,
membicarakan bahwa hukum bertujuan merealisir atau mewujudkan
keadilan “mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata
keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan
daya guna dan kemanfaatan sebagai sesuatu unsur dari pengertian
keadilan: le juste contient dans ses flancs 'utile.*’

Keadilan sebenarnya merupaka konsep yang abstrak, sifat abstrak
dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dilahirkan dari
rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfir sosial yang di

pengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat, oleh karena

him. 33.

27 0. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, (Salatiga: Griya Media, 2011),

28

Manullang E.fernando M, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta:Kompas,

2007),hIm. 57.

% 0. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok), him. 35.

%0 J. van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum, (Cet. 30), (Jakarta: Pradnya Paramita,
2004), him. 16.
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itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak
dapat diwadahi dalam hukum positif.

Aristoteles mengemukakan ada da jenis keadilan Yaitu : a.
Keadilan Komutnikatif, adalah suatu perlakuan kepada seseorang
dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan. b. Keadilan
distributive, ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai
dengan jasa-jasa yang telah diberikan ..*"

Keadilan merupakan salah satu tujuan yang ingin diwujudkan oleh
Negara Indonesia, hal demikian dapat dilihat dari dasarka negara yang
tertuang dalam Pancasila yaitu : Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia” Gustav Radbruch —mengungkapkan keadilan harus
mempunyai posisi yang pertama dari tujuan hukum lainya, karena pada
kenyataannya sering kai kepatian hukum bertentangan dengan
kemanfaatan hukum, secara historis kenyataannya sering kali antara
kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, semula tujuan
kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas. Namun,
setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di
bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak
berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia Il dengan jalan
membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang

pada masa itu. Radbruch akhirnya meralat teorinya dan menempatkan

1 1bid., him. 34.
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keadilan sebagai posisi pertama dari tujuan hukum.** Dengan demikian
tujuan hukum adalah, adalah memberi keadaan adil dan tenang kepada
manusia dalam hubungannya satu sama lain.
b. Kemanfaatan
Kemanfaatan diartian sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan
pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki tujuan untuk mengahasilkan
kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang.* Satjipto Raharjo
mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa
dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban
dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan
petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).
c. Kepastian Hukum
Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntutan hukum,
ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti,
hukum harus ditaati, dengan demikian hukum harus sungguh-sungguh
positif.** Maksud kepastian disni adalah hukum tidak boleh berubah-
ubah untuk itu hukum harus tertulis, namun meskipun kaidah hukum

dirumuskan dalam teks-teks Undang-undang akan tetapi tidak

%2 Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, llmu Hukum, Teori Hukum
dan Filsafat Hukum, (Bandung,:PT Refika Aditama, 2007), him. 20-21.

%% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2008), him. 80.

% Notohamidjojo, Soal-Soal pokok, him. 34.
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sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.*
sebuah peraturan perundang-undangan akan berlaku tetap dan mengikat
bagi setiap orang sampai ditarik dan dinyatakan tidak beraku oleh
pembuat hukum. Kemanfaatan yang diartian sebagai tujuan hukum
yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki tujuan
untuk mengahasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi banyak orang®

Gustav Radbruch menyatakan Hukum dinegara berkembang ada
dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena
hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh
karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum vyang berhasil
menjamin banyak kepastian dalam hubungan hubungan kemasyarakatan
adalah hukum yang berguna.*’

Kepastian hukum ditujukakan untuk melindungi kepentingan setiap
orang agar mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang dan
diperbolehkan sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari
kesewehang-wenangan ~  pemerintah.®®  Utrecht  menyampaikan,
Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan

apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua berupa

% Kuat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum
dalam Konteks Hukum Nasional), (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2011), him. 2.

% Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
2008), him. 80.

" E. Utrecht, Pengertian dalam Hukum Indonesia , (Jakatra: Balai Buku Ichtiar,1959),
him. 26.

% Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Edisi Revisi), (Malang: Setara Press,
2013), him. 139.
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keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara
terhadap individu®®

Kepastian hukum akan tercapai jika hukum dibuat dalam bentuk
undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak boleh ada istiah
yang dapat ditafsirakn secara berlainan dan saling bertentangan.
Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme
hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber
hukum adalah undang-undang.”* Secara normatif suatu kepastian
hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara
pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa
hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-
undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya
didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan
dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam
pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif

tidak boleh mudah diubah.

him.23.

% Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,

0 Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Citra Aditya:

Bakti, Bandung,2001), him 42-43.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan hukum adalah sebagai
suatu sarana yang diciptakan oleh pembuat hukum untuk menciptakan
peraturan hukum yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian
hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, di Indonesia tujuan hukum
tertuang dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam
Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar,
dan cita hukum negara Indonesia. Setiap penciptaan suatu produk hukum
seperti  Undang-undang memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan
tersebut tidak terlepas dari unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian
hukum. Dari sudut pandang akibat hukum perkawinan campuran dalam
hak mewaris dan wasiat diberlakukan ketentuan dalam UUPA, KHI,
KUHPerdata dan peraturan perundang-undang lainnya.

2. Teori Efektifvtas Hukum.

Pembahasan tentang efetivitas hukum tidak bisa dilepaskan dari
keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Berbicara tentang efektivitas
hukum maka akan dihadapkan dengan petanyaan sejauh mana hukum iru
ditaati atau tidak ditaati dan apabila ternyata aturan tersebut sebagian besar
ditaati, maka dikatakan bahwa aturan tersebut beraku efektif.** Efektivitas
hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu

perbandingan antara realitas hukum tindakan (law in action ) dan ideal

' Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan
Disertasi, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), him. 375.
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hokum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan
memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.*?

Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum, kepastian hukum menghendaki adanya perumusan
peraturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, penegakan hukum
mutlak diperlukan agar setiap hukum diketahui oleh masyarakat sehingga
masyarakat iu tidak dirugikan karena mengetahui perintah dan larangan
dalam suatu aturan hukum.*®

Sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum ( Lembaga
hukum), substansi hukum (Perudang-undangan) dan kultur dan budaya
hukum. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan untuk mendukung
bekerjanya hukum dalam suatu negara. William Chamblis dan Robert B.
Seidman dikutip Sajdipto Raharjo menyatakan ada beberapa faktor yang
mempengaruhi keefektivan hukum yaitu : **
a. Pembuatan hukum (Law Making Process).
b. Pelaksanaan hukum, ( Implementing Process)
c.. Pemegang Peran (Role Qccupant)

Sejalan dengan pendapat Chamblis dan Robert B. Seidman,
menurut  Soerjono Sukanto menyatakan ada lima faktor yang

mempengaruhi bekerjanya hukum dimasyarakat, Setiap faktor efektivitas

*2 Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali
Press, 1993, him. 47-48.

* Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan
di Indonesia (Jakarta: Ul, 1976) , him. 40.

* Satdipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Alumni, 1980), him. 48-76.



24

hukum saling berkaitan dengan erat karena itu merupakan tolak ukur

efektivitas hukum, yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan). Tujuan
hukum harus memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan
hukum, dalam praktiknya tidak jarang terjadi pertentangan antara tujuan
yang satu dengan yang lainnya. Penyusunan Undang-undang harus
menyelipkan aspirasi, nilai dan mempertimbangkan apakah aturan
tersebut bisa dijalankan di masyarakat dinamis dengan adanya suatu
aturan maka hak-hak masyarakat akan terlindungi.

b. Faktor penegak hukum (Aparat yang membentuk maupun menerapkan
hukum). Aparatur penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan,
kehakiman, penasehat hokum dan sebagainya, secara sosiologis, setiap
aparatur pnegak hukum mempunyai kedudukan dan perannya masing-
masing, dalam menjalankan tugasnya, para aparatur penegak hukum
harus berdasarkan profesinya.

c. Masyarakat - yaitu ~lingkungan dimana  hukum tersebut berlaku.
Pembuatan ‘hukum bertujuan agar mencapai kedamaian dalam
masyarakat, efektivitas hukum juga tergantung pada sikap dan
kesadaran masyarakat, selain itu perumusan hukum tidak boleh lepas
dari perubahan-perubahan sosial sehingga hukum sebagai alat pengatur
dapat bekerja efektiv.

d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto Fasilitas atau sarana yang mendukung
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penegakan hukum antara lain, mencakup tenaga manusia Yyang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.*

e. Faktor Budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ketika berbicara mengenai bagaimana bekerjanya hukum dalam
masyarkat, maka pertama-tama kita harus dapat mengukur sejauh mana
aturan tersebut dapat dimengerti atau tidak dimengerti, ditaai atau tidak
ditaati. Apabila hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi
sasaran ketaatannya maka maka akan dikatakan hukum yang bersangkutan
bekerja efektif.*® Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa suatu sikap
tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau
perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak
lain tersebut mematuhi hukum.*’

Secara reliatas sosial, keberadaan sistem hukum di masyarakat
megalami perubahan-perubahan sebagai akibat globalisasi dan tekhnologi,
karena masyarakat bersifat dinamis sehingga ketentuan hukum tidak boleh
statis. Keadaan ini berkembang dan menuntut agar hukum sesuai dengan

keinginan masyarakat yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan

** Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan
di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 77.

* Damang, Efektifitas Hukum http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum?2
diakses pada tanggal 03 Agustus 2021.

* Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,
1982), him. 115.



26

skepastian hukum. Sependapat dengan teori yang dikemukakan Soerjono
Sukanto, Romli Atmasasmita menambahkan, faktor yang menghambat
efektivitas hukum tidak hanya datang dari sikap dan mental aparatur
hukum, akan tetapi terletask juga pada faktor sosialisasi hukum.*®

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui
apakah hukum bekerja efektiv sebaliknya dengan melihat pada integrasi
faktor bekerjanya hukum, dengan demikian peraturan perundang-
undangan akan berlaku efektif jika faktor bekerjanya hukum
melaksanakan perannya sebagaiaman dicita-citakan dalam tujuan hukum
dengan teori ini akan mengantarkan pada analisis permasalahan-
permasalahan masyarakat perkawinan campuran dalam pelaksanaan hak
mewaris dan wasiat.

F. Metode Penelitian.
1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini
adalah penelitian lapangan, (field research), dalam artian, penelitian ini
dilakukan di tempat terjadinya gejala. Penulis akan berusaha menggali
informasi dan data terkait perkawinan campuran kepada anggota/pengurus
Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia yang beralamat di Putri
Imperium Office Plaza Ground Floor Unit G-6 JI. Kuningan Madya Kav.
5-6 Jakarta 12980. Sehingga dapat memecahkan permasalahan-

permasalahan praktis dalam masyarakat perkawinan campuran.

*® Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum.
(Bandung: Mandar Maju, 2001) .hIm. 55.
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2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah yuridis empiris yaitu
penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (data
sekunder) terlebih dahulu untuk kemudian mengadakan penelitian
terhadap data primer (kenyataan dalam masyarakat) di lapangan.*

Penelitian ini pada dasarnya penelitian kualitatif.*°

Metode pendekatan
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis,
pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai suatu
norma atau das sollen karena dalam penelitian ini menggunakan bahan-
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan pendekatan
sosiologis dimaksudkan untuk melihat hukum dalam kenyataan sosial atau
das sein karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang
diperoleh dari organisasi PerCa Indonesia.

Jadi pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dengan
bahan-bahan hukum dan data primer dari lapangan yaitu tentang akibat
hukum perkawinan campuran terhadap hak mewaris dan wasiat.

3. Sumber data.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sumber Data Primer.

* Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditiya,
2004), him. 134,

%0 penelitian kulitatif merupakan penelitian yang memahami suatu peristiwa dengan
menggunanakan berbagai data empiris dan studi kasus melalui proses interaksi komnikasi yang
mendalam antara peneliti dengan peristiwa atau permasalahan yang diteliti.
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Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
dari sumber pertama oleh peneliti . ** yang dimaksud dengan sumber
data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.®
Adapun sumber data primer adalah masyarakat perkawinan campuran
yang meliputi : pasangan perkawinan campuran WNA dan WNI,
pasangan perkawinan campuran yang berlainan agama, Pengurus
organisasi perkawinan campuran dan pihak-pihak yang berkaitan
dengan topik perkawinan campuran.®®
2. Sumber Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari
penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang sudah tersedia.>*
Sumber Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara
membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang
bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan mempelajari bahan-bahan hukum maupun

kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian serta dapat

*! Suharsimi Arikunto, Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : PT
Rineka Cipta, 2006), him. 129.

*2 |bid.

>3 Subardjo, Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan llmu Hukum, (Yogyakarta: Cetta
Media, 2014), him. 38.

* Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi llmu Hukum,
(Bandung: Mandar Maju, 1995), him.65.

> Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:
Alfabet 2012), him. 141.
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memberika penjelasan terhadap bahan hukum primer.>® Sumber data

sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, 4). Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, 5). Kompilasi Hukum Islam, 6). Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku literatur, hasil penelitian

dan artikel jurnal ilmiah hukum dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier seperti kamus (hukum).

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Wawancara yaitu proses tanya jawab dari sumber-sumber primer,
penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah
dibuat tentang perkawinan campuran pengurus dan member PerCa.

b. Observasi, proses yang pengamatan baik secara langsung maupun

tidak langsung.

*® Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka, 2010), him .103.
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c. Dokumentasi, yaitu proses penelitian mengunakan dokumentasi
berupa catatan, traskip, buku dan sebagainya, sebagai bahan
pendukung bagi penulis dalam menyimpulkan permasalahan yang
terjadi.

4. Tehnik Analisis Data.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar lebih
muda dipahami, Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang
berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara
metodologis, sistematis, dan konsisten>’. Berdasarkan model tiga alur
analisis data menurut Miles dan Huberman vyaitu : Reduksi Data,
Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.®® Berikut model yang
telah dipilih oleh penulis :

a. Reduksi Data.

Merupakan proses merangkum pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyerdehanaan, memilih hal-hal yang pokok dan penting
dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah
direduksi- menjadi lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti
untuk mengumpulkan data.>® pada model ini dilakukan dengan

mengumpulkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 42.
%8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif hlm. 337.

% Ibid., him. 247.
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dengan responden dari anggota Perkawinan Campuran Indonesia,
yang berkaitan langsung dengan masalah waris dan wasiat
Penyajian Data.

Penyajian data dibutuhkan untuk menemukan pola-pola
bermakna sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan serta memberi tindakan.®® Data disajikan bentuk uraian

singkat, berupa teks yang bersifat naratif®*

, mengadopsi model
ini, penulis memaparkan data hasil wawancara kepada
pasangan/keluarga perkawianan campuran termaksud di dalamnya
data yang berkaitan waris dan wasiat. Selanjutnya dilaukan analisis
untuk menemukan gambaran tentang akibat hukum perkawinan
campuran terhadap waris dan wasiat dari anggota Perkawinan
Campuran Indonesia.
Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan semenjak peneliti menyusun pencatatan pola-pola,
pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab-akibat dan
berbagai proposisi.®* Tahap ini penulis menyimpulkan data

penelitian di lapangan yang dianalisis berdasarkan aturan/konsep

hukum berlaku.

8 Mattew B. Miles dan Amichael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber

Tentang Metode-Metode Baru Terj. Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Ul Press, 1992), him. 84.

169.

%1 Sugiyono, Metode Penelitian, him. 249.

%2 Harsono, Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), him.
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Jadi dalam penelitian kualitatif penelitian dimulai dari
mengumpulkan fakta-fakta di lapangan dan ketentuan-ketentuan
yang bersifat khusus berupa wawancara, obeservasi, dan
dokumentasi tentang perkawinan campuran dan akibat hukumnya
terhadap waris dan wasiat, yang dideskripsikan untuk memilih hal-
hal yang pokok dan penting, selanjutnya dibuat penyajian data
yang sistematis dan mudah dipahami sehingga dapat ditarik
kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan.
Agar penelitian ini terarah, maka akan dibagi dan diuraikan setiap
masalah pada beberapa bab-bab pembahasan yaitu sebagai berikut :

a. Bab pertama adalah pendahuluan, berisikan latar belakang masalah,
rumusan masalalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, kesemuanya
merupakan pengantar sebelum memasuki bagian pembahasan.

b. Bab Il Menyajikan tentang Campuran dalam Hukum Positif, Perkawinan
Campuran dalam Hukum Islam, Hak Mewaris dan Wasiat dari
Perkawinan Campuran.

c. Bab I, menjelakan tentang Potret Perkawinan Campuran di Indonesia,
Permasalahan Hukum Waris dan Wasiat dalam PerCa Indonesia, PerCa
dan Kontribusinya dalam Penyelesaian Hukum Perkawinan Campuran di

Indonesia.
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d. Bab 1V, hasil penelitian dan Pembahasan Faktor Penyebab Munculnya
Permasalahan Hak Mewaris dan Wasiat dalam Perkawinan Campuran,
Analisis Terhadap Peraturan tentang Hak Mewaris dan Wasiat dalam
Perkawinan ~ Campuran  di Indonesia, Hak Mewaris dan Wasiat
Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Islam.

e. Bab V penutup, berisikan kesimpulan dan saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor Penyebab Munculnya Permasalahan Hak Mewaris dan Wasiat
dalam Perkawinan Campuran adalah 1. Hukumnya Sendiri, sebagai peraturan
perundang-undangan yang mengatur perkawinan campuran, UU Perkawinan
belum mengakomodir berbagai kebutuhan hukum dalam hak mewaris dan
wasiat. Sedangkan KHI, sebagai hukum tertulis bagi masyarakat muslim belum
mengakomodir berbagai bentuk transaksi masyarakat, seperti hak mewaris
beda agama melalui wasiat. 2. Faktor Penegak Hukum, untuk menjaga
eksistensi hukum Sosialisasi oleh kepolisian, kejaksaan, kehakiman diperluka
agar masyarkat mengetahui apa perintah Undang-undang. 3. Masyarakat,
masyarakat perkawinan campuran melakukakn advokasi kepada pejabat
pemerintahan, dan para penegak hukum agar hukum tertulis sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. 4. Faktor fasilitas penegakan hukum, positivisme
terhadap ketentuan hukum yang mengabaikan kenyataan sosial. Seperti pada
perjanjian perkawinan dan pencatatan perkawinan, setidaknya jika hakim
berwawasan lebih progresif kiranya dapat mengasilkan putusan-putusan
berkeadilan. 5. Faktor Budaya, meskipun pencatatan perkawinan diperintakan
Undang-undang, namun pada tidak mudah dilakukan, akibatnya ketaatan dan

budaya hukum yang tercipta tidak sesuai dengan harapan Undang-undang.

Akibat Hukum perkawinan Campuran Terhadap Hak Mewaris dan Wasiat

adalah jika ahli waris merupakan WNA, akibat hukumnya harus mengalihkan,
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atau melepaskan terhitung 1 tahun sejak dipeolehnya harta warisan,jika
terdapat unsur perbedaan agama maka akibat hukumnya adalah gugurnya hak
mewaris. jika penerima wasiat merupakan WNA maka akibat hukumnya tidak
batal demi hukum. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 21 UUPA Jo, 171
huruf ¢ KHI.Pada Pasal 21 UUPA, didasarkan atas jiwa Pancasila dan Pasal 33
ayat 3 UUD 1945, yang merupakan politik hukum larangan kepemilikan hak
atas tanah bagi : 1. WNA. 2. Orang Indonesia kehilangan kewargenegaraannya
3.0rang berkewarganegaraan ganda. Karena tujuan hukum penguasaan negara
atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk
mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, kepastian dan keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia. Sedangkng Pada Pasal 171 huruf ¢ KHI karena KHI
mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi’i.
Tujuan KHI adalah: adalah : 1. Melengkapi pilar Pengadilan Agama karena
kebutuhan terhadap hukum positif . 2. Menyamakan persepsi penerapan
hokum. 3. Mempercepat proses taqgribi bainal ummah, 4. Menyingkirkan faham

urusan pribadi dalam pelaksanaan hukum muamalat.

. Saran

Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Hasil dari penelitian ini dapat
dijadikan rujukan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menjawab
das sollen dan das sein efektivitas hukum dalam masyarakat, apakah substansi
hukum sesuai dengan realitas kebutuhan hukum masyarakat sebab hukum akan
mengalami dinamisasi apabila dihadapkan dengan perubahan sosial, dan

apakah hukum telah menciptakan keputusan hukum yang adil dan bermartabat.
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Dengan memperhatikan kondisi ini barulah kemudian meletakan adagium

“Semua orang dianggap tahu hukum”.

Bagi Peneliti lain. Penelitian ini hanya terbatas membahas pada sisi hak
mewaris dan wasiat keluarga perkawinan campuran pada Organisasi PerCa
Indonesia, untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti keadilan dalam pembagian
warisan dan wasiat baik bagi keluarga perkawinan campuran beda negara

maupun beda agama.
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Ayat al-Quran
dan Hadits

Terjemahan Ayat

44

15

QS. Al-
Bagarah (2) :
221

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita
musyrik, sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin
lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada

manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

44

15

Qs. al-
Mumtahanah(
60).:10

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang
berhijrah kepadamu perempuan-perempuan
yang beriman, maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui
tentang keimanan mereka; maka jika kamu
telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar)
beriman maka janganlah kamu kembalikan
mereka kepada (suami-suami mereka) orang-
orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-
orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada
halal pula bagi mereka. Dan berikanlah

kepada (suami suami) mereka, mahar yang




telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu
mengawini mereka apabila kamu bayar
kepada mereka maharnya. Dan janganlah
kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)
dengan perempuan-perempuan kafir; dan
hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu
bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar
yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum
Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu.
Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana.

44

17

Qs. al-
Ma’idah (5) :
5

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-
baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang
diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan
kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan
dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga
kehormatan diantara wanita-wanita yang
beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi
Al Kitab sebelum kamu; bila kamu telah
membayar mas kawin mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina
dan tidak (pula) menjadikannya gundik-
gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah
beriman (tidak menerima hukum-hukum
Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di

hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

49

33

QS al-Nisa (4)

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu




141

(peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai
orang-orang mukmin). Maka jika terjadi
bagimu kemenangan dari Allah mereka
berkata: "Bukankah kami (turut berperang)
beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir
mendapat keberuntungan (kemenangan)
mereka berkata: "Bukankah kami turut
memenangkanmu, dan membela kamu dari
orang-orang mukmin?" Maka Allah akan
memberi keputusan di antara kamu di hari
kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan
memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk

memusnahkan orang-orang yang beriman

66

37

An-Nahl (16)
)

Allah membuat perumpamaan dengan seorang
hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat
bertindak terhadap sesuatupun dan seorang
yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami,
lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu
secara sembunyi dan secara terang-terangan,
adakah mereka itu sama? Segala puji hanya
bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada

mengetahuli.

67

63

HR. Muttafaq

alaih

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi
s.a.w. bersabda: “Orang Muslim tidak (boleh)
mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak

(boleh) mewarisi orang muslim”
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